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KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR l7 TArrur,J 2OO0

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

lvlenirnbang bahwa penyelenggaraan reklarne mefupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang eral hubungannya dengan
penalaan ruang seda pembangunan fisik kota yang te;ib,
teratuf, terarah dan indah;

bahwa pendapalan asli daerah dan penataan fuang kota
merupakan potensi yang perlu dicetmari agar bers nergi da an
rnewujudkan manfaat yang sebesar_besarnya bagi masyarakai,

b.

c. bahwa pengaturan penyelenggaraan
diietapkan dalam Keputusan cubernur
lbukota Jakarta Nomor i3 Tahun 19g3
scsuai lagi dengdn sitLasi dan.ondi5r
drsempurnakan,

rektame sebagaimafir
Kepala Daerah Khusuri
orpandang sudah tidak
saat ini, sehingga per[l

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pacla huruf a b dan c
serta daiam rangka penyeclerhanaaI prosedur pemberian jzirl
penyelenggaraan reklame dan pen ngkatan pe ayanan kepadl
masyarakat perlu menetapkan petunluk pelaksanaa|
penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dengan Keputusa|l
Gubernur.

l\lengingal : 1. Norr'ror 22 Tahun 1999 tentang pemerintaharrUndang-Undang
Daerah;

Undang-Undang
Propinsi Daerah
JaKarta;

Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemer ntanarj
Khusus lbukota Negara Republik lndonesia

2.



fi,4eneiapkan

)

3. Peraturan Daefah Daerah Khlsus lbukota Jaka(a Nomor 7
Tahun 1980 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Kas Daerah Daerah Khusus jbUkota Jakarla
Jo. peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor BTahun 1984:

4. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 3Tahun 1983 teniang pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Khusus lbukotaiakarla;

5. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 7Tahun 199l tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus
lbukota Jakada,

6. Peraturan Daerah Daerah Khusus ibukota Jakada Nornor 10Tahun 1992 tentang Su\uncn Organisdsi oa- lafa fp,:^Sekretar;al Wilayah Dae,ah l\husus tbukota ,"^nn. OllSekretariat Dewan perwakjtan Rakyat Daerah Daerah Khu:;s
lbukota Jakada;

7. Peraturan Daerah Daefah Khusus lbukota Jakarta Nomor 9Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata K",1"- ;i;".Pendapalan Daerah Daerah Khusus tbukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Jbukola Jakarta Nomor 6Tahun 1997 tentang Organ,sasi dan Tata K",J, ;;;".Pengawasan pembangunan Kota Daerah Khusus lbuko;;Jakarta;

9. Peraturan Daerah Daerah Khu
rahun 1 es8,";";;;y";":s:",:#"fu :lT".*"Tj,l
Reklame;

10. Peraluran Daerah Daerah Khusus tb!kota Jakada Nomor 3Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah,
'11. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukola Jakafta Nornor 6Tahun j999 teftang Rencana Tata Ruang Wilryuh ;;;;";Khusus lbukota Jakarta

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IB_lKOTA JAKARTA TENTANG PETU NJ UK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME



3. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 7
Tahun 1980 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kanior Kas Daerah Daerah Khusus lbukota Jakafta
jo. Peratufan Daerah Daerah KhLrsus lbukota Jakada Nomor E
Tahun 1984;

4. Peraiufan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakaria Nomor 3
Tahun 1g83 tentang pembeniLrkan, Susunan Ofganisasi clan
Tata Kerja Dinas Taia Kota Daerah Khusus lbukota Jakada;

5 Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 7
Tahun 1991 lentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus
lbukota Jakada,

6. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor .lO

Tahun 1992 ientang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah Daerah Khusus tbukota Jakarta dan
Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus
lbukota Jakafta;

7. Peraturan Daefah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor g
Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakafta,

B. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukoia Jakarta Nomor 6Tahun '1997 tentang Ofganisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengawasan pembangunan Kota Daefah Khusu; lbukot;
Jakada,

L Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor a
Tahun 1998 teniang penyelenggaraan Reklame dan pajak
Reklame;

10. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakaria Nomor 3
Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah,

'11. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 6Tahun 1999 ieniang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PRoPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKoTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME



BAB

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Keputusan iniyang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah pemerintah propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

b. Gubernur adalah Gubernur propinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarfa;

c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan Daerah
Propinsi Daerah Khusus lbukoia Jakarta ,

d. Dinas Taia Kota adalah Dinas Tata Kota propinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta;

e. Dinas Pengawasan pembangunan Kota adalah Dlnas
Pengawasan pembangunan Kota pfopjnsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta;

f Biro Perlengkapan adaiah Biro periengkapan pada Sekretafiat
Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

g. Kantor Kas Daerah adalah Kanior Kas Daerah propins Daerah
Khusus lbukota Jakarta;

h. Suku Dinas pendapatan Daerah adatah Suku Dinas
Pendapatan Daerah propinsi Daerah Khusus jbukota Jakarta,

i. Suku Dinas Taia Kola adalah Suku Dinas Tata Kota propinsi
Daerah Khusus lbukota Jakariai

j. Suku Dinas pengawasan pembangunan Koia adaiah Suku
Djnas Pengawasan pembangunan Kota propinsi Daefah
Khusus Ibukota Jakada;

k. Seks; Pendapaian Daerah Kecamatan adalah Seksi
Pendapatan Daerah di Kecamatan propinsl Daerah Khusus
lbukoia Jakaria;

L Rencana Kota adalah rencana koia yang disusun dalam rangka
pengaturan pemanfaatan ruang kota;

m. Ruang Kota adalah wilayah yang melipuii ruang daratan, ruang
lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan Wilayai
Propinsi di Daerah Khusus lbukota Jakarta, iempat manusla
dan makhluk lainnya hidup dan meakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya,



n_

v.

X.

t.

s.

p.

,]

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
menurut bentuk, susunan daI atau cOrak ragamnya untuk
tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun
untuk menafik perhatian umum kepada sualu barang, jasa,
seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempaikan atau
dapat dilihat, dibaca dan aiau didengar dari suatu iempai oleh
umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah,

Penyelenggara reklame adalah i

menyelenssarakan rekrame baik il?,lfl ;T'",::t::.::;:
sendlri atau untuk dan atas nama pihak lain yung men;adi
tanggungannya;

Pola Penyebaran peletakan Reklame adalah peta yafg
dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dlmana titik rek ame
ditempatkan/diiempelkan;

Titik Reklame adalah tempal dimana bldang rekiame didirikan
atau ditempelkan;

Bidang Reklame adalah bag'an alau muka reklame yang
dimanfaatkan guna iernpat penyajian gan.tbar atau kata dari
pesan pesa DF'lyele^ggafa tehlarne

Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dafl ruang
koia yang dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannyu untui
kepentingan umum sesuai dengan perunruxan yang dttetapkan
oatam rencana kota;

Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang
kota yang siatus pemilikannya perseorangan atau badan yang
pemanfaatannya sesuai clengan peruntukan yang ditetapkanqalam rencana kota,

Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap
bangunan/gedung;

Menempel pada bangunan adalah li k reklame yang
menempet/menyatu pada bangunan, baik n.tempergunakarl
korsf uksi mdup.r tidak,

Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terclapat di dalan]
persll;

Bahu jalan/bernr jalan adalah batas antara pagar halarnan
oengan trotoar dar atau saluran,
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z. Tinggi reklame adalah jarak arlralfa amoang patrng bawah
bidang reklame dari permukaan lanah rata-rata ataLr bidang
atap datar/plat beion dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan
konstruksi {entpat kedudukan peletakan kaki konsfruksi
reKtamel

aa. Kelinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas
bidang reklame dafj permukaan tanah rala,rata atau bidang
atap datar/p at beton dan sejenlsnya yang memenuhi kelayakan
konstrLrksi tempat kedudukan peletakan kaki kon=tr uksi
reKtame;

ab. Panggung reklame adalah sarana atau
satu atau beberapa bidang reklanre yang
de-gan bark odlan s-atu honposi, vang
kepentingan penyelenggara, masyarakat
keserastannya dengan pemanlaatan
tingKungan sekitarnya;

tempat pemasangaJt
olaIUr secaTa terpadLl
estetis, baik darl seg

yang nre that maupun
ruang kota beserta

ac. cambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkatgambar TLB adalah garnbar rencana reklame megation,
vtoeotron, targe electronic display dan papan/billboafd lermasukjenis reklame lajnnya yang pe asangannya memerlukan
konstfuksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis
mengenai peletakan, ukufan, bentuk, ketjnggian, estetifa Oan
serast dengan lingkungan sekiiarrrya,

ad. lzin lviendir kan Bangunan Bangun Bangunan Reklanre yang
setanjutnya disingkat lN4B Bangun Bangunan Reklame ajatairztn yang diberikan uniuk meli
oangunan reklame; 

aKukan kegiatan membanqun

ae. Surat,lzin Bekerja perencana yang selanjutnya disingkat SlBpadatah surat izin yang diberikan kepada seorang Jnl untut<dapat melakukan pekerlaan sebagai p"nilit; tunrt,,peranc€ng/perencana, pengawas, pengkajj teknis clanpemelihara bangunan di propinsi Daerah Khusus Illukota
JaKafta sesuai dengan keahliannya,

af Sufat Permohonan penyelenggaraan Reklame yang selanjuinya
disingkat SppR adalah surat yang orgunaKan oteh Wajib pajak
unluk mergajukan pefmohonan penyelenggaraan r"ktum", jan
mer!daftarkan identitas penrii k data reklame sebaga clasarpenghitungan pajak yafg terutang menurut ketentuan yang
berJaku;

ag. Surat Pemberltahuan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang ciigLrnakan oleh Wajtb ealak uituk
melapofkan penghilungaf dan pembayaran palak terutang
rnenulut ketentuan yang berlaku,
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ah. Surat Ketetapan pajak Daerah yang selanjutnya dlsingkat
SKPD adalah sufal keputusan yang meneniukan besarnya
jumlah pajak yang teruiang,

ai. Surai Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjlinya clisingkat
SKRD adalah surai keputusan yang menentukan besarnya
Jumlah retribusi yang terutang;

aj. Surat Perintah Setor yang setanjutnya disingkat SpS adalah
surat yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan
penlbayaran atau penyetoran sewa iitik reklame,

ak. Penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan
terhadap reklame yang menyirnpang dafi ketentuan yang
berlaku.

BAB II

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian pertama

Pola Penyebaran peletakan Reklame

(2)

(3)

(1)

(1) Setiap penyebaran peletakan
Jakarta harus memperhatikan
sesuat dengan rencana kota.

Pasal 2

reklame dl Propinsi Daerah Khusus lbukota
estetika, keserasian bangunan dan lingkungan

(2) Pola Penyebaran peletakan reklame sebagajmana dimaksud ayat (j) pasal
ini, ditetapkan oleh Gubernur.

pasal 3

Peleiakan reklame sebagaimana dimaksud da am pasal 2 dirincl menjadi titik
t'tik reklame.

Tjiik{itik reklame sebagaimana dimaksud pada ayai (1) pasal ni ditetapKan
oleh Gubernur.

Titik reklame sebagaimana djrnaksud pada ayat (2) pasal ini dinyataKan
dalam ganrbar TLB oleh Dinas Tata Kota atau dinyatakan oeh pemohon
dalam peta situasl dan rencana rekiame yang dtmohon.

(4) Gambar TLB sebagairnana dimaksud pacta ayat (3) pasal ini, hanya
diperuniukkan bagljenis reklarne megatron, videolron, lafge electfonic ursptay
dan papan/billboard dengan ukufan lebih dari 6 m2



(2)

(1)
pasai 4

5:""rt""'Jf 5T-iff;*"":#:-1:":b"g"''"nadimaksuddarampasar2,
kL,ansnyd z tanun seraii o]nilill""l.1l"irLd ddran- Paoal J se\L,lanq-
ulelapkan oleh Gubernur 

n evaluasi ol^h Dina" lara Kotd LrrrLrl

:"1[T]'".i:!:1,]j"jfl :i:, j?1'"lan pora pen yebar a n pa,e rd ka.
perkembangan p".ra,""" no[,."' 

ualan Pasal 2 ayal Qt 
"",u,"n 

-o"o.,nu.

Dalam hal terdapat kendala teknjs
Japa'lgan, makd te,n"ouf i,,i r.ri- 

o'da saal penerapan tr,k Iehram,
Llrse*rtar rrtjk rekla.re yang ,"r"6 o,?T" 

ter"et''i o6p6i llg;. il: " "
oenganbarasanreknjs. r"r'pr"nttp"ni"i!t;:;;"rt""":"""J:l

Pasal 5(1) Titik-titik rektame sebagaimana c

a. di daram sarana 0"" or"""r":l;::":d 
daram Pasal 3' dapat ditempaikan l

b. dj juar sarana dan prasarana kota.

(3)

,r, jll^t1ll l.1ta:re di datan sd.dna ddn pjdsa,anapada aydt ( l) hur ur a pasal Ini addlah tilik rpktar,.te
a. Bahu jalan/berm jalan;

b. Shelter bus,

c. Jembatan penyeberangan 
Orang (JpO);

d. Taman kota ataujalur hijau,
e. pos jaga polisi,

f. Jam koia;

g. Terminal dan pangkalan Angkutan;
h. Gelanggang o{ah raga

(3) Titik-titik rektame di tuar saran.
pada avar (1) hurur b, ";"1;;:irfi: 

tffiana kota sebasarmana dimaksud

a. dt atas bangunan;

o. menempel pada bangunan,
c. di haiaman.

(4) Persyaraian dan taia cara penen
ayat (2) dan r.r 0,,, ,,, o i",jilj,":l:r,i:;:;: ;",jffilaallr:maf sud eada

kota sebagaimana dimaksud
yang djtetapkan pada



t2)

(2)

(3)

(r)

(3)

(l)

(7)

(5)

8

pasal 6

Setiap titik.titik reklame dj dalam sa|ana clan prasarana kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sewa titik reklame yang b;safnya
drtetapkan oleh cubernuf

Rincian perhitungan nilai sewa titik reklame untuk setiap pemohon diterbrtkan
oleh Biro Perlengkapan.

Rn"ian perh'lungan nilai sewd tif.k rekten,c <Fn)6:im,n.
ayat (2) pasai ini, dituanskan 0","," :;"J';i::":;:i?il:Xl:#'"^'0 ""-

pasal 7
Pemanfaatan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota diperoteh
melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Biro periengkapan.

Terhadap titik reklame d luar sarana dan prasarana kota yang dinilal straregtspemanfaatannya untuk penyerenggaraan reKrarne dengan ukufan rebih oarl,! 
^ . ,r" mendapai persetuluan pemilik lahan/persil maka tsiro

Perlengkapan dapat meJakukan pelelangan_

Terhadap titik reklame sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) pasal inj apabrlaldak mendapat persetujuan dari pemirik lahan/persir untut< oiterang or"i siroPerlengkapan maka penyelenggaraar I reKtame 0apat dtse enggarakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

O-:,:,1nnul titiklitik reklanre sebagaimana djrnaksud pada ayat (j) pasat rnl
dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berjkut:
a. terletak pada titik{itik feklame strategis yang difetapkan oleh Dinas lata

Kota,

b beniuk bentuk reklame yang dapat diselenggarakan ditetapkan sekurang
KUrangnya datam 3 (iiga) beniuk aliernatif desaln dari Dinas Tata Kota,c. konstruksi reklame, direncanakan aiau dinilaj oleh Dinas pengawasan
Pembangunan Kota;

Jangka waktu pemanfaatan titik.titik reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, ditetapkan paling lama 2 iahun dihitung sejak d terbttkannya
IMB Bangun Bangunan Reklame

setelah berakhirnya masa pemanfaalan iitrk rekranre sebagaimana d maks!opada ayat (5) pasal ini, maka terhadap titik rektame tersebut akan ditakukanperetangan kembali.

Tata cara pelelangan pemanfaatan titiklrtik reklame ditelapkan oreh Guberrrur
dengan berpedoman pada petatufan perundang_u ndan ga n yang berlakrl

pasal 8
Djlarang melakLrkan peletakan feklame yang bersjfat koniersial pada l

a kantor Pemefiniah pusat/Daerah

(4)

(6)

(rl
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b. halaman pendidikan milik pemerintah dan tempafternpat ibadahl
c. tempat-ternpat lain yang diietapkan dengan keputusan Gubernur.

(2) Dikecualikah dara larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasat ini,
adalah peletakan reklame untuk penyelenggaraan reklame yang hanya
semata_mata memuat antara lain nama kantor, nama instansi pemerintah,
nama organisasi, nama yayasan, nama atau logo perusahaan, visuattsasi
poster-poster penyuruhan' nama apotik, nama profesi/organisasi pfotesi,
dengan syarat :

a. diselenggarakan pada halaman,

b. diselenggarakan menempel pada gedung/bangunan.

c ukuran luas reklame dengan ketentuan :

1. pada ketinggian sampai dengan15m, luasnyatidak rnelebihl 1/4m-.
2. pada ketinqqian di atas 15 m sampai dengan 30 m, iuasnya tidak

melebihi 1/2 m2.

3 pada ketinggian di atas 30 rn sampai dengan 45 m, luasnya ttdak
melebihi 3/4 m'.

4. pada ketinggian di alas 45 m, Iuasnya tidak melebiht 1 mr.

Bagian Kedua

Rancang Bangun Rekiame

Pasal I
Setiap penyelenggaraan reklame megairor, videotfon, large electronic disptay danpapan/billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame yane rne pullukuran (djmensi), konstruksi, kriieria konstruksi dan penyalian, O"ng"n 

-k"t"ntrun
sebagai berikutl

a. Ukuran (dimens!)

1. Jenis rekJame denqan ukuran luas bidang reklame sampai dengan 6 m,,
2. Jenis reklame denqan ukuran luas bidang fekame lebih dari 6 m2 sampai

dengan 24 m';
3. Jenjs reklame dengan ukuran luas bidang leklar|e di atas 24 m,
4 Batas tinggi dan ketinggian rekrame crltetapkan daram baiasan tek.istersendirl dengan memperiimbangkan aspek keindahan, keagamaan,

kesopanan, keteftiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan
b Konsiruksi.

l Kaki tunggar (singre pore) adarah sarana rekLame yang siste' KaKl
konstruksinya hanya sailt tiang,



d.

t0

2. Kaki ganda (doubie pole) artalah $arana rektame yang sistem KaKl
konstruksinya terdiri atas dua tiang,

3 Rangka adalah sarana reklame yang slstem kaki konstruksinya berbentuk
rangKa 0engan mempedimbangkan esietika;

4 Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyaiu pada
bagian bangunan dengan memakai konstruksi iambahan yan; menyatu
dengan konstruksi bangunan telsebui;

Kriteria Konstruksi.

Luas bidang rekrame di-atas 6 m2 dan atau tinggi rekrame rebih dari 5 m harusdengan perhitungan konstruksi oreh pemegang srBp dari tenaga ahri sesuai
dengan klasifikasi dan bidang keahliannya.

Penyajian.

1. Tidak boleh menggunakan cahaya yang menyilaukan (flashing) dan atau
Danan yang menyilaukan.

2. l\,4enggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

BAB III

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian pertama

penyelenggaraar Reklame

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhj persyaratan kerrroanan,
kepribadian dan budaya bangsa seria tidak boleh bertentangan oengannorma keagamaan, kesopanan, keteftiban, keamanan, kesus taan,kesehaian, sefta harus sesuai dengan rencana kota.

(2) Penyelenggaraan reklame dapat dibedakan menufut tempat, jenis, ukuran,
konstruksi dan kelas jalan.

(3) Penyelenggaraan reklarne menurut tempat adalah
pada titik titik reklame sebagaimana dimaksud
keputusan ini

(4) Penyelenggaraan rekJame menurui jenis adalah

a Rekiame megatron, videoiron, large electric cljsplay,

b. Reklame papan/billboard,

c Reklame kain;

d. Reklame melekat (sticker),

penyelenggaraan feklame
dalam Pasal 5 ayat (1)
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e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;

f. Reklame selebaran,

g. Reklame udara, termasuk reklame balon;
h. Reklame slide;

i. Reklame peragaan;

j Reklame suara,

Penyelenggaraan reklame
yang berdasarkan ukuran
keputusan ini.

menufut ukuran adalah penyelenggataan reKlame
seoagatmana dimaksud dalam pasal 9 huruf a

(7)

(1)

(8)

(2)

Penyejenggaraan reklame menurL
rekramesebasaimanadimaksud."J.'f:"jHl,"1Tl1l,l,Tujl:lnn",,""
Penyelenggaraan reklame menuru:
rekrame yans direiakkan pada sepJ"ff ';liiil ,1Xllli, ;;;1:,"*n".""
a. Jalan ProtokojA atau Jaiur Jalan Utama l;
b. Jalan Proiokol B atau Jalur Jalan Utama ll;
c. Jalan Protokol C atau Jalur Jalan Uiama lll;
d. Jatan Ekonomi Kelas latau Jalur Jalan Sekunder I,

e. Jalan Ekonomi Kelas ll atau Jalur Jaian Sekuncier ll
f. Jalan Ekonorni Kelas lll atau Jalur Jatan Sekunder lll;
g. Jalan Lingkungan atau Jaluf Jalan Sekuncier lV.
Nama nama jalan pada kelas jalan untuk penyelenggaTaan reklamesebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini ditetapkan oLn Crn"rnur.

Bagian Kedua
penyelenggara Reklame

pasal .i1

Penyelenggara reklame adalah ;

a pemilik reklame/produk,

b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame

Pemilik reklame/produk sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hurul a pasa
ini adalah orang pfibadi atau baclan yang menyeteng ga ra kan rekame untukdan atas namanya sendiri.

Perusahaan Jasa periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksuapada ayat ('1) hufuf b pasat int adalah badan yang O"rgJr"k di ;t;ng" 1n."pefrKranan yang memenuhi persyaratan sesuai ciengan peraturan peruridang
unoaIgan yang berlaku.

(3)
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Pasal12

(1) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam pasai 11 ayat (1)
huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagaj berikul .

a. penyelenggara feklame orang pribadi harus rnemenuhi persyafatan
sekurang kurangnya sebagai berikut ;

1. memiliki identitas dirj (KTp, Sllvl, paspordan sejenisnya),

(2)

(3)

2. menggllnakan tenaga ahli pemegang SlBp untuk perencana dan
lzin LJsaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau
olpersamakan.

Su.at
yang

D. penyetenggara reklame, badan harus memenuhi pefsyaratan sekurang
kurangnya sebagai berikut :

1. akte pendifian perusahaan clan atau perubahan;

2 rnemiliki Surat lzin Usaha perdagangan (SlUp)

3. memiliki Nomof pokok Wajib pajak (Npwp)

4. menggunakan ienaga ahli pemegang SlBp untuk perencana dan Surat
lzin Usaha Jasa Konstruksi (SJUJK) untuk peaksana atau yang
dtpersamakan.

Perusahaan jasa perikranan atau biro reKrame sebagaimana dimaksud dararf
PasaL 'l 1 ayat (1) hLtruf b, harus te.dafiar pada Dinas pendapatan Daernh uun
memenuht persyaralan sekurang_kurangnya sebagai berikut l

a. akte pendirian perusahaan dan atau pefuDanan;

b. memiliki Surat tzjn Usaha pefdagangan (Stup),
c merniliki Nomor Pokok Wajib pajak (Npwp),
d. mempunyai penanggung jawab langsung yang memi iki SlBp sekurang-

kurangnya golongan B bidang konsiruksi;

e. memiliki studio perencana dan bengkel kerja (workshop),

f. memiliki safana dan prasarana pekerjaan, seperti alai-alat las, gensel
aiat penyambung ljslrik, tenaga ahli ah i poster, ahli gamOa--r anrr
konstruksi.

Kelentuan rebih ranjut mengenai perusanaan Jasa perikranan/biro rekrarne
djtetapkan oleh Gubefnuf .

Bagian Ketiga
perizinan

pasai .i 
3

Setiap penyeJenggaraan reklitme wajib terlebjh
dari Gubernuf atau pejabat yang ditunjuk

(1) clahulu mendapat izin tertuj s



(3)

{r )

(2)

(1)

(2)

(3)

\2)

(3)

l-

Pejabat yang dilunjuk sebagaimana dinaksucl pada ayat (1) pasal rnr,
adalah:

a Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk penerbitan izin seliap lents
reklarne kecuali untuk penyelenggaraan reklame yang harLrs menclapat
llrrB Bangun BangJnan Rakian e,

b. Kepala Suku Dinas pengawasan pembangunan Kota uriuK
penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat IMB Bangun Bangunan
Reklame dan bedungsijuga sebagai izin penyelenggaraan reklame

Penyelenggaraan reklame yang wajib mendapat ll\,48 Bangun Bangunan
Reklame sebagaimana dimaksuci pada ayat (2) huruf b pasal lni adalan un,rx
lenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal .lB ayat (2) huruf a angka
1 ,2 dan 4;

pasal 14

lzrn tedulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) adalah berupa
lzin Teiap dan lzin Terbatas.

lzin Teiap sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)pasal ini djberikan untuk
penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata menuat nama karrror,
nama toko, nama organlsasi, nama yayasan, rama atau logo perusahaan,
visualisasi posier-poster penyuluhan, nama apotik dan nama profesi/
organtsasi profesi

lzin Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dlberikan untuk
penyelenggaraan reklame selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pasal ini.

pasal 15

lzn tetap sebagaimana dimaksucj dalam pasal 14 ayat (2) dibefikan untukjangka waktu tidak terbatas atau sar|pat oenga| adanya pembaialan atau
pencabutan.

lzin terbatas sebagaimana dlmaksud dalanr pasal 14 ayat (3) diberikan unluk
jangka waktu pating tama .j (satu)tahun.

lzrf terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapar
drperpanjang sebeJum berakhirnya masa ztn

Pasal 16

Dikecualikan dari kewajiban mempero eh
sebagaimana dimaksud dalanr pasal 13
penyeJenggaraan reklame :

rzrn penyelenggaraan reklame
ayat (1) adalah terhadap

a oleh Pemerintah pusat clan pemerintah Daerah,



b.

c.

t4

melalui teLevisi, radio, wa a harian, warla n.tingguan, wada bulanan;

semata-rnata- memuai nama iempat ibadah dengan ketentuan luasnya ldaK
melebihi 4 m'/;

semata-mata memuat narna tempat panti asuhan dengan kelentuan luasnya
tidak rnelebihi 4 m';

semata-mata rnengenai kepemilikan atau peruniukan tanah, clengan ketentuan
luasnya t dak melebihi 1/4 m'?dan diselenggarakan di atas tarah iersebut,
semata mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau pefusahaan yang
menempatL tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan
ketentuan:

1 pada keiinggian sampai dengan 15 m luasnya tidak melebihi 1/4 mr,
2 pada ketinggian di atas 15 m sampai dengan 30 m luasnya tidak rnelebih

112 rn',

3. pada ketinggian dj atas 30 m sampaj dengan 45 m luasnya |dak melebthi
314 ii2 ,

4 pada ketinggian di alas 45 m luasnya tidak melebihi i m2.

di Pekan Raya atau tempat keiamaian lain yang sejenls dengan itu, waktu
penyelengqaraan reklarne tidak melebihi waktu penyelenggaraan pekan Raya
atau keramaian yang bersangkutan,

diselerggarakan oleh perwakllan Diplomatik, peryaki an Konsulat perwaktlan
PBB serta badan-badan khususnya badan badan atau lembaga organtsas
Internasional pada lokasi badan badan djmaksud.

Bagian Keempat
permohonan lzin penyelenggaraan Reklame

pasal .17

Seliap penyeenggara reklame yang akan mengajukan permohonan tztrl
sebagarmana dimaksud dalam pasal j3 ayat (1) dapat memanfaalkan pusal
informasi (iniormation cenlre)yang disediakan di D nas pendapatan Daerah.
Pusat infofmasj sebagalmana dimaksud pada ayat (1)pasal ini, memberkan
informasi rnengenai persyaraian clan tata cara pengajuan permohonan rzn
penyelenggaraan reklarne, penerbitan dan pembayaran SKpD ata! dokurnen
tarn yang dipersamakan, penerbjtan lzin dan informas a nnya yang
berhubungan dengan peryelenggaraan reklame

Pemanfaaian p!sat informasl sebagaimana dimaksud pada ayal (2) pasar
dapat dilakukan melaluj a|1afa lajn telepon faximjle, pos atau langsuug
Kepada petugas pusat inforntasi.

d.

e.

h.

(2)

(1)

(3)
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(4) Pelaksanaan tugas dan ket€ngkEp:rn sarana pusai inforrnasi ditetapkan oteh
Gubernur dalam hal ini Sekr-etaris Daefah pfopinsi Daefah Khusus t0uKoia
Jal(arta.

(1)

(2)

Pasal 1B

Setlap pefmohonan jzin penyelenggaraan reklame hafus dlajukan secara
tertulis kepada Kepala Dinas pendapatan Daerah, Kepala Suku Dirras
Pendapatan Daerah atau Kepala Seksi pendapaian Daefah Kecamatan
sesuat dengan kewenangannya.

Permohonan izin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diarur
sebagai berikul :

a Dinas Pendapatan Daerah adalah untuk :

1. Penyelenggaraan reklame megairon, videotron dan large electfontc
atsptay;

2. Penyelenggaraan reklame papan/billboarci da dalam dan dt luar sarana
dan prasarana kota dengan ukufan di atas 24 mr.

3. Penyelenggaraan feklame pada kendaraan angkutan umum.
4. Penyelenggaraan reklame di atas baJrgLlnan yang menggunakan

konslruksi.

b SLtku Dinas Pendapatan Daerah adaiah unluk

1. Penyelenggaraan reklame papan/billboard
dan prasafana kota dengan ukuran di
24 m'

di dalam dan di luar sarana
aIaS b m_ sampai denqan

2. Penyelenggaraan reklame untuk jenis reklame udafa sepedi rek ame
baton, dan reklame kendaraan bukan angkutan umum.

c Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan

1. Penyelenggaraan reklame papan/billboard cli luaT sarana cjan
prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6 m2.

2. Penyelenggaraan reklame selain lenis reklame megatron, videotron,
lafge electronic display, papan/billboard, feklanr; udara sepeftl
rektame balon, reklame kendaraan pada angkutan umum da| bukan
angkutan umum.

Pasal 19

(1) Permohonan izin penyelenggaraan feklame sebagaimana dimaksLro oaam
Pasal 1B ayat (1), disampaikan melalu loket dengan menggunakan SppR
atau SPTPD dan atau formLll I model DPD,O02 Ret yang clisecliakan uinas
Pendapatan Daerah, Suku Dinas pendapatan Daerah dan Seksj pendapataf
Daerah Kecamatan.



(3)

(4)

(2)

pasal 20

(1) Permohonan izin penyelenggeraan reKtame untuk :

a. reklame pada kendaraan dengan melampirkan pelsyaratan
yang diblrat rangkap 1 sebagai berikut l

permononan

1. foto kendaraan dengan memperlihatkan biclang yang akan dipasd|g
dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

2. foto kopi ideniitas pemilik;

3. foto kopi STNK yang masih bedaku:

4. desain feklame yang akan dipasang;

5. surat perjanjian dengan pemilik kendaraan

ll reklan]e selain feklame pada kendafaan yang penyelenggaraannya di tuar
sarana dan prasarana kota dengan ukuran sampai dengan 6 mr, dengan
metampirkan persyafatan permohonan yafg dibuat rangkap 1 sebagar
oeflKul:

1. foto telbaru fencana lokasi penempalan reklame dengan ketentuan
a) dibuat paling lama 14 hari sebelum tafggal perntohonan,

b) pemotreian diambil dari 3 afah dengan jarak 1O meter yang
menle askan kondisi atau gambafan tempat peletakan reklaUre
yang dimohon,

c) dilengkapi dengan foio lingkungan sekiiafnya.

2 surat kesepakaian dengan pemi ik persi atau bangunan,

3. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;

4. foto kop ideniltas difi pernohon (KTp, S{M paspor dan sejenisnya)
5. surat kuasa berrneleral cukup dari pembetl kuasa kepada peferima

kuasa uniLlk memproses pefmohonan izin penyelenggaraan reklar|e,

Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagairnana clirnaksud daram
Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1, 2 dan 4 dan b angka 1, dilengkapi dengarl
formulir modeJ DPD-002-Ret

SPPR atau SPTPD dan forrnuljr model DpD 002 Ret sebagajmana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus diisj dengan benar, jelas dan lengkap,
diberi tanggat dan ditandatangani oleh pemilik reklame/produk Oan laugdi\L,dsd\an.

Dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan oeh perusahaan jasa
pe|klanan/biro reklame maka SppR atau SpTpD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditandatanganj juga oleh pemiiik reklame/produk.
Bentuk, isi dan cara pengisian SppR atau SpTpD dit€tapkan oleh Kepata
Dlnas Pendapatan Daerah.
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6. gambar lokasl/peta lokasi yang menjetaskan tilik rek ame.

(2) Permohonan izin penye enggaraan reklame unluk penyelenggaraan di dajarn
dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran iuas bidang reK ame
lebih dari 6 m2 sampai dengan 24 m2, dengan rneJampirkan persyaratan
pefmohonan yang dibuat rangkap 2 sebagai beikut;
a. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketenluan .

1. dibuat paling lama 14 hat-l sebelum tanggal pennohonan,

2. pemotretan diambjl dari 3 afah dengan jarak 10 meter yang
menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklafire yang
dlmohon,

3 djlengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya.

b. surai kesepakatan dengan penti ik pefsii atau bangltnan,

c. surat pernyataan kesediaan untuk fftenandatangani penyerahan
kepemilikan konstruksi besefta bangunannya bagi penye enggaiaan
rektame yang terletak di dalam sarana dan prasarana kota,

d. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;

e. foto kopi identitas difi pernohon (KTp, Sllvl, paspor dan sejenisnya);
f surat kuasa befmeierai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa

uIruK memproses permohonan ;zin penyelenggaraan reklame,
g. gambar lokasj/peta situasi yang menjelaskan titik rekLame dengan skata

1 : 1000,

h. foto kopi SlBp arsilek sekulang kurangnya golongan B,

I foto kopi gambar bangunan/gedung sesuai dengan llVB yang diterotrKan
Jtka reklame dlselenggarakan menempel atau di atas bangunan/geoung,

(3) Permohonan izin penyelenggaraan reklame untLtk ;

a lvegatron, videolron dan large electron c display ;

b Penyelenggaraa| di dalarn da| di luar sarana dan prasarana kota cjengan
ukufan luas bidang reklarne di atas 24 m2 ,

c Penyelenggafaan reklame di lrrar sarana dan prasarana kota yang berada .
dL atas bangunan dengan menggunakan konstruksi ,

dengan melanpjrkan pefsyaratan yang dibuat ran!tkap 3 sebagai berlkut
1. foto lerbaru rencana lokasi penernpatan rek ame dengan ketentuan :

a) dibuat paling lama 14 hafj sebelum tanqgal permohonan,

b) pemotretan diambll dari 3 arah dengan jafak 10 meter yang
menjelaskan kondjsi atau gambaran ternpat peletakan reklame yang
q tm onon,

c) drlengkap dengan foto lingkungar sek tar|ya
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2. surat kesepakaian dengan pemilik persil aiaLl bangunan;

3. foto kopi SIBP penanggung jawab perancang arsliektur, konstruksi dan
instalasi bila diperlukan;

4. surat pernyataan keseciiaan untuk menandatangani penyerahan
kepemilikan konstruksi beserta bangunannya bag penyelenggaraarl
reKtame yang terletak di dalarn sarana dan prasarana kota,

5. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;

6. surat kuasa bermeterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa
untuK memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame;

7. foto kopi ideniitas diri pemohon (KTp, SlM, paspor dan sejenisnya),
B gambar lokasl/peta sjtuasi yang menjelaskan ti k reklame dengan skala

1 : 1000,

I gambar arsitektur dat penanggung jawab peranaang pemegang SlBp
sekurang-kurangnya golongan B sebanyak 6 set,

10 gar|bar konstruksi dari penanggung jawab perencana konstruKsr
pemegang SIBP sekurang kurangnya golongan B sebanyak 6 sei,

11 gambar instalasi dari penanggung jawab perencana instalasi pemegang
SIBP sekurang-kufangnya golongan B sebanyak 6 set bilariana
menggunakan insialasi,

12. Rencana Anggaran Btaya (RAB) bangunan yang cjrpertanggung-jawabkaf
untuK peJancang konsttuksi pemegang SlBp sekurang kurangnya
golongan B;

I3. gambar rencana TLB sebanyak 6 set,

14. foto kopi lN,4B bangunan/gedung jika reklame n.renempel cli atas atau pada
bang unan.

I Bagian Kelima
proses penerbitan lzin

Pasal 21

Proses penerbitan izin penyelenggafaan feklane cliatur sebagai berikut :

a. lzrn penyelenggaraan reklame tanpa gamba. TLB diproses pada l

'1 Dinas Pendapatan Daelah LtntuK peryelenggaraan reklane paoa
kendaraan angkutan umum.

2. S!ku Dinas Pendapatan Daerah !ntuk pefyelenggaraan reklarne lentsreKtarne udara sepedi reklame balon, clan feklame pada kendaraa| ouKan
angkutan umum;

3 Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan untuk :



a) penyelenggaraan reklame jenis papan/billboard di luar sarana oan
ptasarana kota dengan ukufan sampai dengan 6 m2.

b) Penyelenggaraan feklame selain jenis reklame megatron, videotron
dan targe electronic display, papan/billboard reklame pada kendaraan
angkuian umum, reklame pada kendaraan blkan angkutan umum dan
reKtame udara seperti reklame oaton.

lzln penyetenggaraan reklame dengan gambar TLB diproses pa.la :

1. Suku Dinas pendapatan Daerah untuk pe|yelenggafaan feklame di dalam
dan di luar sarana dan prasarana kota dengan ukuran h.,as bidanq rekiame
lPb h oa.i 6 T samDa dengdn 24 n- ;

2 Suku Dinas pengawasan pembangunan Kota unluk:

large electron c

b) Penyelenqqaraan reklame di {jalam dan di luar sarana dan prasarana
kota dengan ukuran luas bidang reklame di atas 24 mr.

"' 3"':'."jT'"T:";:" ;:i :n:; l: T ":Xff " _iT _ ilT,il: " 
kora va n s

Bagian Keenam
Proses penerbitan lzin pada Dinas pendapatan Daerah,
Suku Dinas pendapatan Daerah Atau Seksi pendapatan

Daerah Kecamatan Tanpa Gambar TLB

pasal 22
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dala,n pasal 19 ayat (t)oan persyaratan petmohonan sebagaimana d maksud dalam pa=a Z0 ayat(1), Dinas Pendapaian Daerah, Suku Dinas penciapaian nuu,"l., 

"tnr"S"f.iPendapatan Daerah Kecamatan :

a. N4eneibitkan SKpD atau dokumen lainnya yang dipersamakan datamjangka waktLr paling lama 2 han kerja terhtung sejak diterimanya
permohonan apabila permohonan o ienma

b. Menolak permohonan secara tedults kepada pemohof dengan disenal
alasan yang jelas dalam jangka waklu paling tama Z fOuai f,ari t"la,apabtta permohonan ditolak.

SKPD atau dokumen laln yang dipersamakan sebagaimana dimaksucl padaayat (1) huruf a pasal ini diberitahukan kepada penrohon oeh D,,o"
Pendapatan Daerah, Suku Dilas pendapaian Daefah atau S"f,.i C"n,l"i"tun
Daerah Kecamatan dalam jangka waktu pallng lama 2 har k"r1. t"iliu, gselak tanggal diterbitkan

a) Penyelenggaraan reklame megatron, videoiron dan
orsptay;

(')

(2)
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(3) Berdasarkan SKPD atau dokunren yang clipersamakan sebagd rnana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemohon melakukan pembayaran pajak
Rekiarne yang terutang di Kantor Kas Daerah atau tempat ain yang ditlrnjuk.

(4) SKPD atau dokumen yang clipersamakan yang telah
dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kantor Kas
menyampatkan iindasan bLrkti pembayaran kepada
Daerah, Suku Dinas pendapatan Daerah atau Seksi
Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 2 hari
tanggal pembayaran.

dibayar sebagaimana
Daerah selanjutnya
Dif as Pendapatan

Pendapatan Daerah
kerJa terhitLrng sejak

SKPD atau dokumen lajn yang dipersamakan yang telah disampaikan oleh
Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal rnr,
selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah alau Suku Dinas pendapatan Daefahalau Seksi Pendapatan Daerah Kecanatan menerbiikan zt-.tpenyelenggaraan reklame dan dilengkapi penning reklame cla am jangKa
wal<tu paling larna 2 hari kerja dan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Ketujuh
Proses Penerbitan lzin pada Suku Dinas pendapatan Daerah

Dengan Gambar TLB

pasal 23

Berdasaikan permohonan sebagaima|a dimaksucl dalam pasal 19 ayal (1)
dan persyaratan perrrohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2b avarr,/r Su<J Dinas pe-dapatdn Dacrah:

a. menyampaikan berkas perrnohonan secara tertulis keDada Dinas ala
Kota atau Suku Dinas Tata Kota dalam jangka wakiu paling ama 2 nan
kerla terhitung selak diterjmanya pernohonan guna penerbtan gar|baf
TLB apabila permohonan diterjma,

b. menolak permohonan secafa teftulis kepada pemohon dengan diserrar
alasan yang jelas dalam jangka waklu 2 hati ketja, apabila permohoIan
ditolak

Betdasarkan permohonaf sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf apasal ini, Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota :

a menefbltkan SKRD TLB Bangunan Reklante dengan tidak mencantumKaf
tanggal penerbitaf dan fancangan gambaf TLB da am jangka waktupa Ing ama 7 hari kerja terhitung sejak berkas diterima apao|a
pefmohonan diierima

D. mengembalikan pefmohonan kepada Sukr Dinas pendapatan Daerarl
aalam Jangka wakt! 7 hari kerja terhitung sejak berkas ditef ma, apabi aperrnolronan ditolak dengan disertai alasan penolakan yang.lelas,.

(1)

(2)



(3)

(4)

(1)

(r )

2)

SKRD TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar TLg sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal inl disampaikan kepada suku Dinas
Pendapatan Daefah dalam jargka waktu paling lama 2 han kerja.
Betdasarkan berkas perrnohonan dan SKRD TLB Bangunan Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayai (3) pasal ini, atau pengembalian berkas
permohonan dari Dinas Tata Kota aiau Suku Dinas Tata Kota sebagaimana
d maksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, selanjltnya Suku Dinas pendaparan
Daerah:

(6)

a. menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka
waktu paling lama 2 hari kerja, atau
mengembalikan berkas perrnohonan kepacla pemohon dalam langkawaktu paling lama 2 hari kerja

SKRD TLB Bangunan Reklame dan SKpD
qtpersamaKan sebagaimana dimaksud pacla ayat
tanggal oleh Suku Dinas pendapatan Daerah.

SKRD TLB Bangunan Reklame, SKpD atau dokumen ain yang
drpersamakan sebagaimana dlmaksud pada ayat (5) pasal rni dan SpS rrr aisewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3)
drsampaikan kepada pemohon dalarn jangka waktu pallng lama 2 hari kerlatefhitung sejak tanggal diterbitkan.

Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame dan SKPD atau clokumen rarnyang orpersamakan se a SpS nilai sewa titik reklame, pemohon melakuKaI
pembayaran di Kantor Kas Daerah atau tempat laln yang ditunjuk.
Kantor Kas Daerah selarjutnya menyar|paikan tindasan buktj pembayaran
sebagarmana dimaksud pada ayai (7) pasat jni paling ama Z nari'lori.
terhttung sejak tanggal penyetofan kepada:
a. D nas Tata Kota atau Suku Di|as Tata Koia untuk SKRD TLB Bangunarl

Reklame;

b. Suku Dinas pendapatan Daerah untuk SKPD atau dokumen lain yang
drpersamakan,

Biro Perlengkapan untuk SpS nilai sewa trtrk feklarne.

atau Dokomen lain yang
(4) huruf a pasal ini, diberi

(B)

pasal 24

Berdasarkan tindasan buktj pembayaran SKRD TLB Bangunan Rek ar|e
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (B) huruf a, Dinas Tata Kotaatau Suku Dnas lata Koia menerbitkan ganrbaf TLB dan rnenyampa kan
kepada Suku Dinas pendapatan Daerah cialam jangka waktu palng lama Z
hari kerja

Berdasarkan tindasan bukti pembayaran SpS ni ai sewa ttik rekla.ne
seDagarmana djmaksud dalan pasal 23 ayat (B) hurul c Biro perlengkapan
menerbitkan perjanjian sewa titik reklanre daf menyampaikan kepadl SukLr
Dinas Pendapatan Daerah daiam langka waktu paling lama 2 hafi kerla

(2)



(3)
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Berdasarkan tindasan bukti pembayaran SKpD atau dokurnen tain yang
dtpersamakan sebagajmana dimaksud dalam pasal 23 ayat (B) hufuf b oan
gambar TLB sebagairnana dimaksud pada ayat (j) pasa jni serta perjarrjran
sewa tltik reklame sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) pasa ini, selanlur|ya
Suku Dinas pendapatan Daerah menerbitkan izin penyeenggafaan reklame
dan djlengkapl penning dalam langka waktLr pating lama 2 hari kerja dan
menyampatkan kepada pemohon.

Bagian Kedelapan
Proses Penerfritan IMB Bangun Bangunan Reklame pada Suku Dinas

Pengawasan pembangunan Kota Dengan Gambar TLB

pasal 25

Permohonan sebagairnana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) danpersyaratan permohonan sebagaimana cljmaksud dalam pasai 20 ayat (3),
Dinas Pendapatan Daerah :

a. menyampaikan berkas permohonan secara tertuLis kepada Djnas lata
Kota dan Suku Dlnas pengawasan pembangunan Kota, dalam jangka
waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak berkas diterima, apaor apermohonan diiefima,

(1)

b. menoiak permohonan secara te(ulis kepada
alasan yang jelas datam jangka waktu paling
permohonan ditolak

(2) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana cl maksucl pada ayat (t) h!ruf
a pasal ni, Dinas Tata Kota :

b

rnenerbitkan SKRD TLB Bangunan Reklame dengan tidak mencantumkaf
tanggal penerbitan dan disedai raIr
wakru parins rama 7 hari k",j" 

"p"bir;1:?il"nn"illT,,Jlj"o"'"'' 
,""n*"

mengembalikan berkas perrnohonan clengan cl sertaj alasan penolakan
yang letas kepada Dinas pendapatan Daerah dalam langka waktu pa ing
lama 7 hari kerja, apabila permohonan dttolak.

(4)

(3)

pemohon dengan disertaj
ama 2 hari kerja, apabila

SKRD TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar TLB sebagaimana
drnaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini disampaikan kepadl D,rirs
Pendapatan Daerah dalam jangka wakt! pating lama 2 haf kerja 

-- "
Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame dan rancangan gambar ILByang drtenma Dinas pendapatan Daerarl sebagarmana dimaksucl pada ayar(3) pasal ini, selanjutnya Dinas pendapatan o""r"n ,"nyunrin tunrancangan gambar TLB kepada Suku Dinas pengawasan pembangunan
Kota dalarn jangka waktlt pal ng lama 2 hafl kerja, sedangkan SKR; ILBBang!nan Reklame tetap disinlpan pada Dinas pendapalan Laerah.



(2)

(3)

(1)

(6)

(1)

(5)

pasal 26

Berdasarkan rancangan gambar TLB sebagalmana dimaksud dalam pasal 25
ayat (4), Suku Djnas Pengawasan Pembangunan Kota:
a. menerbitkan SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dengan ttdak

mencantumkan tanggal penerbltan dalam jangka waktu paling lama 6 harl
kerja terhitung sejak rancangan gambaf TLB diterlma, apaola
permohonan diterirna,

b menyarnpaikan berkas permohonan r:lengan disedai aasan penolaKan
yang jelas kepada Dinas pendapatan Daerah dalam jangka wakt! paljng
Lama 6 hari kerja, apabila permohonan ditolak.

SKRD ll\,18 Bangun Bangunan Reklame sebaga mana dimaksud pada ayar
('1) huruf a pasal ini disampaikan kepacla Kepala Dinas pendapatan Daefah
dalam jangka waktu pallng lama 2 hari kerja.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalarn pasai 25 ayat (.1)
yang dilengkapj dengan SKRD TLB Bangunan Reklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan SKRD IMB Bangun Bangunan
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasa in, Dinas pendaparan
Daerah menerbjtkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan daarn
rangl d wdL lu paling anJ 2 hr', I a Ja

SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dan
SKPD atau Dokumen lain yang dlpersamakan sebagairnana dimaksud pacla
ayat (3) pasal ini, diberl tanggal oleh Dinas pendapaian Daeral.r.

SKRD TLB Bangunan Reklarne, SKRD IMB Bangun Bangunan Rekiame oaI
SKPD aiau dokLtmen Jajn yang dipersamakan sebagaimana dimaksuci pada
ayat (4) pasal irri, dan SpS nilai sewa titik reklarne sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3), disampaikan oleh Dinas pendapatan Daerah kepada
pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 hafi kerja.

Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD li\48 Bangun Bangunan
Reklame dan SKPD atau cjokumen la n yang dipersamakan serta SpS ntLa
sewa tltik rekiame sebagaimana djmaksud pada ayai (5) pasal ini, pemohorl
melakukan pembayafan pada Kantor Kas Daerah ataLr tempat lain yang
ditunjuk.

SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamaKan serta SpS ntlai sewa rlK
rektame yang telah dlbayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) pasa ini, Kantor Kas Daerah selanjutnya rnenyarnpajkan tindasan buKU
pembayaran dalam jangka waktu paling lama 2 harj kerja kepada
a Dinas Pendapatan Daerah uniLrk SKpD atau dokumen lain yafg

(4)

otpersamakan,

b. Dinas Tata Kota untLrk SKRD ILB Bangunan Ref ame;



d.
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Suku Dinas Pengawasan pembangunan Kota untuk SKRD IMB Bangun
Bangunan Reklame;

Biro Perlengkapan untuk SpS nilai sewa tjtik reklanre.

(11

(2)

(5)

(3)

\4)

pasal 27

Dinas Tata Kota atau Suku Dinas Tata Kota setelah menerima tindasan buKlpembayaran SKRD TLB Bangunan Reklame dari Kanior Kas Daerah
seoagatmana dimaksud dalam pasal 26 ayat (7) huruf b, selanjurnya
menerbitkan gambar TLB dan mer
Daerah daram jangka waktu parins #::1i:i[;*"ta 

Dinas Pendapatan

Biro Peflengkapan setelah menerima tindasan bukt pembayaran SpS nrlalsewa titik reklarne dari Kanior Kas Daerah sebagaimana jimaksud datam
Pasal 26 ayat (7) huruf d, seranjutnya membuat perjanjian sewa titik rekrame
dan menyampaikan kepada Dinas pendapatan daarr jangka waktu pattng
lama 2 hari kefja.

Suku Dlnas pengawasan pembangunan Kota setelah menerima tindasan
bukti pembayaran SKRD ll\rB Bangun Bangunan Rekiame dari Kantor-r.asDaerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 26 ayat (7) nrrut c, iamOu,TLB dan perjanjian sewa titik reklarne dari nin"" e"n,lnp"tnn' =Or"r"n
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pasar ini, seranjutnya rneferbitk;;-rrMBBangun Bangunan Reklame da
per daparan Daerah craram jansk" il,";il;;HiIliX1i*"llo"o" o'"""

Dinas Pendapatan Daefah setelah menerima lindasaf bukil pembayaran
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Kantor l^,"; ;:;,.,,
sebaga mana dimaksud dalam pasal 26 ayat (7) huruf a, selan;ut,,ya
menytapKan pennlng.

Gambar TLB, IMB Bangun Bangunan Rekiame qan SKpD atau dokumen lainyang d persamakan yang dilengkapi penning serta o"1un, un ""*u ,n,oreklame, oleh Djnas penclapatan Daerah diiampaikan f,up"A" *ronondalam langka waktu paling lama 2 hari kerja

Pasal 2B

Dalam hal pe.mohonan izin penyelenggaraan rcklame ditolak berdasarkan pasa
25 ayat ('l)hlrruf batau pasal 25ayat(2) hurufbataupasa zO nyut-1li,,urtn o,
Kepala D nas Pendapatan Daerah harus membetitahukan k"padn p"moho,, u.,u.jangka waktlr paiing lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan
diseftai alasan penolakan yang jelas
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Pasal 29

(1) Bentuk dan isi Surat Penolakan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
Daerah.

(2) Bentuk dan isi llVB Bangun Bangunan Reklame djtetapkan oleh Kepala Dinas
Pengawasan Pembangunan Koia.

Pasal 30

Dalam hal penyelenggara reklame/pemohon menarik dirl/membatalkan
permohonan setelah SKRD TLB Bangun Bangunan Reklame, SKRD iMB
Bangun Bangunan Reklan're, dan aiau SKPD atau dokumen lain yang
djpersamakan atau SPS nilai sewa titik reklame yang telah diterbitkan, maha
pernbatalan dilakukan oleh :

a. Kepala Dinas Tata Kota untuk SKRD TLB Bangunan Reklame,

b Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk SKPD atau dokumen a n yang
dipersamakan;

c Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk SKRD llvlB
Bangun Bangunan Reklame,

d. Kepala Biro Perlengkapan untuk SPS nilai sewa iitik reklame.

Terhadap penyelenggara feklame/pemohon yang rnenafik clirl ata!
nrembatalkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal lni,
maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan peTmohonan tztn
penyeenggaraan reklame barLt dan atau mengikutj peJelangan titik reklarne
untuk jangka waktu 6 buLan terhitung selak tanqgal pembaialan.

(1)

(2)

(r )

(2J

Bagian Kesembilan
Perpanjangan lzin

Pasal 31

Setiap perrnohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus
diajukan secara tertu is kepada Kepaa Dinas pendapatan Daerah, Kepala
Suku Dinas Pendapatan Daerah atau Kepala Seksi pendapatan Daeran
Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.

Permohonan perpanjangan izln penyelenggaraaf reklame sebagaimana
dimaksud pada ayal ('l) pasal ni, disampaikan meaui loket dengaf
menggunakan SPPR atau SPTPD yang disedjakan Djnas pendapatan
Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daefah dan Seksl pendapatan Daeran

^ecarnalan.
Penerbitan izln penyelenggaraan reklame perpanjangan untuk reklame pacla
Kendaraan angkuian Llmum o eh Dinas pendapatan Daerah clerrgan
meramptrl(an persyaratan permoho|an yang dibuat dalam fangkap 1 sebaga
oeflKul

(3)
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a. foto kendaraan;

b. foto reklame terpasang;

c. foto kopi STNK yang masih beflaKu;

d. perjanlian dengan pemilik kendaraan;

e. foto kopi izjn penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya;
f foto kopi pembayaran pajak reklame sebelumnya.

(4) Penerbitan izin penyelenggaraan reklame perpanjangan untuK
penyelenggaraan :

a. reklame pada kendaraan bukan umum;

b. reklame megalron, videotron dan large electronic display;
c. reklame di dalam dan di luar

atas tj m2, 
sarana dan prasarana kota dengan ukuran di

d. reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada di atas bangunan
dengan menggunakan konstruksi;

e. reklame udara seperti reklame oaton

dilakukan oleh Suku Dinas pendapatan Daerah, dengan melarnplrKanpersyararan permohonan yang dibuat rangkap 1 sebagai berikut:
L Reklame pada kendaraan bukan umum.

a) foto kendaraan;

b) foto rekiame terpasang,

c) foto kopi STNK yang masih berlaku;

d) perjanjian dengan dengan pemilik kendaraan,
e) foto kopi pembayaran pajak reklame sebelumnya;
f) foto kopi izin penyelenggaraan reklarne tahun sebelumnya.

2 Reklame sebagaimana climaksucJ pada huruf b. c, d dan e ayat ini :

a) foto reklame terpasang;

b) sural pernyataan yang menerangkan bahwa rekiame tidak mengalami -peruDanan.

c) surat kesepakatan dengan pemilik persll atau bangunan
d) foto kopi identitas diri pemohon (KTp, StN,4, paspor dan sejenisnya),
e) gambar produk atau pesan yang akan disajikan,
f) surat kuasa bermeterai cukup clari pe,nberi kuasa kepada penerin.ta

kuasa uniuk memproses permohonan izin penyelenggaraar reklame,
g) foto kopi izin penyelenggaraan reklame tahun sebelurnnya uengan

meniperlihatkan aslinya,
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h) foto kopi pembayaran pajak reklame
memperlihatkan aslinya,

i) foto kopi gambar TLB yang lama;

j) foto kopi IMB Bangun Bangunan
memperlihatkan asl jnya.

tahun sebetumnya dengan

Reklame lama dengan

perpanjangan unluk
(5) Penerbitan lzin penyelenggaraan

penyelenggaraan:
reKlame

a Reklame papan/billboard di luar sarana dan prasarana kota dengan
ulJran sampai denga" 6 n-r

b. Reklame selain jenis reklame megatron, videotron, large elektronic
display, papan/billboard, reklame udara sepe i reklame b;lon, reklarne
kendaraan pada angkutan umum dan kenclaraan bukan angkutan umurn
dilakukan oleh Seksi penda
m e r a m p i rka n persya ra ta n o ",., 

olJill r:"X"T[, "f ::[Tl ",' .l.J"rr1j
benkut i

'1. foto reklame terpasang,

2. surat pernyataan yang menerangkan bahwa reklame iidak mengalami
peruDanan.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

surat Kesepakatan dengan pemiJik persilaiau bangunan;

foto kopi identitas diri pemohon (KTp, SlM, paspor dan seJenisnya),
gambar produk atau pesan yang akan disajikan,

surat kuasa berrneterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima
kLtasa untLtk rnemproses peamohonan izin penyelenggaraan rek ame; 

'

folo kopi jzin penyelenggaraan reklame tahun sebeiumnya dengan
memperlihaikan aslinya,

foto kopi pentbayaran pajak reklame tahun sebelumnya dengan
memperlihaikan aslinya;

lzin sebagaimana
apabila.

Bagian Kesepuluh
Pembatalan dan pencabutan lzin

pasal 32

dimaksud dalam pasal 14 ayai
(1) (1), dapat dlbatatkan

a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat/Daerah kafenaperubahan iata ruang dan rencana kota;

b. keinginan sendiri penyelenggara reKtame.

(2) lzjn sebaqaimana dimaksLtd datam pasa 14 ayat (1), clicablt apabila :



(2)

(3)

c.

d.
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pada reklame lersebut terdapat perubahan aniara lain ukuran, konstruksi,
penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai Lagi dengan izin yang telah
diterbitkan,

rnenurut pertimbangan Gubernur ternyata pada saat penyelenggaraan
reklame tidak sesuai lagi dengan syarat syarat tentang ;orma
keagamaan, kelndahan, kesopanan, ketertiban umum, tJsu"l aun,
kesehatan dan keamanan;
penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik
sehingga dapat rnengganggu kein€lahan dan keselamatan masyarakai,
penyerenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan peraiuran perundang-undangan yang bertaku.

(1)

pasal 33

Terhadap pembaialan izin sebagaimana dimaksucl dalam pasal 32 ayat (.1)
huruf a, maka pajak yang sudah dibayar dapat dimintakan konpensasi atau
pengembalian pajak (restitusi) dari sisa waktLr yang belum dimanfaatkan
Terhadap pernbaialan izin sebagaimana dimaksud claam pasal 32 ayar (1)huruf b pasal ini, maka pajak yang sudah dibayar tidak Capat dimintaxan
kompensasi atau pengembalian pajak (restitusi) clari sisa waktu yung futffi
dimanfaaikan.

Terhadap pencabutan lzin sebagaimana dtmaksucl dalarn
maka pajak yang sucjah djbayar tidak dapat ditakukan
pengembalian pajak (restitusj).

(4) Tata cara kompensasi dan pengernbalian pajak (resiitusi) akan diterapKaf
lebih Lanjui oleh Gubernur

BAB IV
PENGENDALIAN
Bagian pertama

pengawasan

Pasal 34

Pengendalian penyerenggaraan reklame dirakukan oreh Dinas pendaparan
Daerah, Dinas Tata Kota dan Dinas pengawasan pembangunan Kota secara
b'erkoordinasi.

Pasal 35

Pengawasan penyelenggaraan
penyelenggara reklame dan
penyelenggaraan reklame

reklame dilakLtkarl
oatam rangka

Pasal 32 ayat (2)
kontpensasl atau

untuk menguj kepatuhan
nenenuh kewajiban

(1)



\4)

\2)

(3)

(r)

(.2)

/ (r)

a/9

Pengawasan sebagaihana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan olen :a. Dinas Pendapaian Daerah dalam hal pengawasan aspek perpajakan;
b. Dinas Tata Kota datam hal pengawasan ierhadap litik reklame.
c. Dinas pengawasan pembangunan Kota dalam hal pengawasan terhadap

konstruksi reklame;

pasal 36

l"n9u*1:ul pajak rektame sebagaimana drmaksud datarn pasal 35 ayat (2)huruf a, dilakukan ierhadap l

a. Administrasi,

b. Penyelenggaraan reklame di lapangan

Ppngawasan sebdgatmara cl n"aksud paoa
petlgas Dinas pendapatan Daefah, Suku
Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan.

ayat (1) pasal tni dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah dan

(6)

Pengawasan Administrasi sebagaimana djmaksud pada ayat (1) hLrrLri a,melput pengawasan dan pemerjksaan sebagai berikut l
a. Persyaratan permohonan iz;n penyelenggaraan rekiame,
b. Stal.ls penyetengga.aan.ehla.n_,

c. Penetapan, pembayaran dan penagihan pajak reklame yang terurangsesuai dengan ketenluan yang be aKu:
d Perusahaan periklanan atau biro reklame
Pengawasan penyerenggaraan rekrame dl rapangan sebagaimana dimaKsudpada ayat (1) huruf b, meJiputi pengawasan sebagai berikut .a. Penyelenggaraan reklame baru,
b Pervelengoaraa".el,larn-perpanjangan 

\ldnrdl
Pengawasan penyelenggaraan rekli
ayar (4) hurufa, dirakukan terhadap 

eme baru sebagaimana dimaksud pacla

a Aspek dimensi atau ukuran bidang feKtame,
b. Aspek ketirggian pemasangan,

c Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame terpasang,d. Penempatan pennito ataLr tancla rekiame lainnya yang terpasang,. Pe'.anl.rn d- ld.td pe.Jsanadn .

penyeienggaraan rekrame lasa periklanan alau bifo reklame pada

Pengawasan penyelenggaraan I
dimaksld pada 

"v"i r+) r,-uiur t ;""",;Xl::l;*,iflilll,XlX;n "uo"n"''"""
a Kepemilikanpenyelenggarareklame

b. Berakhirnya masa izini
c Aspek dirnensi atau ukuran bjdang teKtarne
d Aspek ketlnggian pemasangan,



\2)

(2)

(3)

(r )

(1)

JU

e. Aspek pesan rektame yang disajikan pa.la bidang rekterne terpusang
f. Kondisi reklame;
g. Penempelan penning ataLr tanda reklame lalnnya yang ierpasang,
h. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau blro reklame pacia

penyelenggaraan reklame.

pasal 37

Apabila dalam melakLtkan pengawasan sebagairnana climaksud dalam pasal
35 ayat (2) huruf a ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan
reklame, Kepala Dinas pendapatan Daerah dapat melakukan pemerikllal.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini cljlakukan otehpelugas dtnas luar ataLl petugas operasional berdasarkan Surat Tugas
Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas pendapatan Daerah.
Berdasarkan laporan hasil pemefiksaaf sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, Kepala Dinas penclapaian Daerah melalui Kepala Subdrnas
Penetapan dapat menetapkan besarnya palar terutang beserta sanKSl
adminlstrasi berupa bunga dan atau de|da dan atau kenaikan dan atau
tambahan.

. pasal 38

Pengawasan pemanfaatan iitik reklame sebagaimana dimaksucl clalarn pasai
35 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap peletakan titik rek arne di lapangan.
Pengawasan terhadap peleiakan titik reklanre di lapangan sebagaimana
dimaksLrd pada ayat (1) pasat ini melipurl
a Keseslaian titik reklame dengan gambar TLB;
b. Bentuk desain bangun bangunan reklame yang telah ditetapkan daam

gambar TLB.

Pasai 39

ualam hal terdapai ketidaksesuaran peretakan tilik rekrame dan bentuk desainbangun bangunan reklame clj lapangan dengan gambar TLB yang diterotrKarl
maka Dinas Tata Koia melaporkan secara tertuls kepada Gubernur r earuSekreta|s Daerah propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarla dengan tembusanDinas Pendapatan Daerah dan Dinas pengawasan pembangunJn fota untut<
dilakukan penediban.

pasal40

(1) Penga\,vasan konstruksi reklame sebagalmana dimaksud cjalam pasal 35 ayat(2) huruf c, drlakukan terhadap :

a Persyaratan adminjstrasi dan leknis,
b Pembangunan konstruksi di lapangan
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(2) Pengawasan persyaratan admjnistrasi dan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurLrf a, meliputi :

a cambar TLB;

b. SIBP dari tenaga ahli;

c. Rancangan arsitektur, rencana konstruksi dan rencana instalasi
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud

kesesuaian pembangunan konstruksi
Bangunan Reklame.

pada ayat (2) huruf c adatah
di lapangan dengan ll\,48 Bangun

Pasal4l
Dalam hal terdapat keiidaksesuaian pembangunan di lapangan dengan tMts
Bangun Bangunan Reklame yang diterbitkan, maka Dinas pengawasan
Pernbangunan Kola melaporkan secara tertuljs kepada Gubernur melatut
Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakada dengan tembusan
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Tata Kota untuk dilakukan p"*rtib",,

Bagian Kedua
penertiban Reklame

pasal 42
(1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :

a. pembayaran pajaknya kurang dariyang seharusnya dibayar;
b tanpa izin;

c. telah berakhir masa izinnya dan iidak dipefpanjang,
d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang tetah

dibp rpan anlara lain meliputi :

(2)

'1 perubahan teks/isi pesan reklame,
2. perubahan ukuran reklame,

3. perubahan bentuk reklame.

e peletakan titik reklamenya iidak pada titik yang tetah ditetapkan datanr
gambar TLBI

f. konstruksi fekiarnenya tidak sesuai dengan IMB Bangun Bangunan
RekJame yang diterbitkan

P€nertiban rekiame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (i ) pasal ini
drKoordtnasikan oLeh Dinas pendapatan Daerah .

Terhadap pefubahan ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)nutut d angka 2 pasal ini, dapat clilakukan penyesuaian perizinan,,ya
sepanjang kelebihan ukuran reklame tidak lebih dari 5 7o dari luas reklame
yang ormohon dan tidak melebihi darl .10 m2.

(3)
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(3)
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pasat 43
Dalam hal penertiban reklame terpasang dalarn bentuk pembo|gkafan yang
trdak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan aiau sarana dan
petugas, maka Kepala Dinas Pendapatan Daefafl dapat menunjuk pihak
ketrga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.
Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ke ga sebagamana
dimaksud pada ayal (1) pasal ini, didasarkan pada daftar reklarne yang akan
dibongkar, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas penclapatan Daerah.
PenunjLrkan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklarrle
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini djtakukan oleh Dinas
Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang_undangan yang
beriaku

pasal44

Tata cara pelaksanaan penertiban reklame tefpasang ditetapkan oleh Guoernur
dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi Daerah KhusLrs lbukota Jakarta.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

pasal45

Der]gan diteiapkannya keputusan jni, maka terhadap penyeefggaraan jeKrame
yang sudah terpasang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhlfnya
rzrn penyelenggaraan reklame.

(3)

(2)

(1)

BAB VI
KETENTUAN LAIN.LAIN

pasal46

Penunjukkan petugas fungsionai dan penetapan petunjuk tekns untuk
mastng,rnasinq Dinas/un t terkait dalam penyelenggaraan rek ame ditetapkan
oieh Gubefnur dalam hal ini Sekretaris Daerah propinsi Daerah Khusus
lbukota Jakada.

Sambjl menunggLt keputusan Gubernur tentang pola penyebafan peletaKan
Titik Reklame, Dinas Tata Kota dapai menetapkan tiiik feklame secara parsja
sesuat dengait peraturaI per!ndang-undangan yang berlakLt selamDal-
lambatnya 6 (enarn) bulan sejak berlakunya kepuiusan ini.
Untuk kelaIcaran pelaksanaan pelayanan lzir penyelenggaraan feklarrle
yang diakukan oleh Dinas pencjapatan Daefah Dinas Tata Kota dan Dirras
Pengawasan pernbangunaf Kota diberikan upah pungut dari penerimaan
Pajak Reklame yang besarnya sesuai clengan ketentuan yang berlaku oan
ditetapkan oleh Kepala Dinas pendapatan Daerah.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

(1) Dengan berlakunya keputusan ini, dinyaiakan tidak berlaku jagi 
:

a Keputusan Gubefnur Kepala Daerah KhusLls lbukota Jakarta Nomor
13 Tahun 1993 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Reklame di
Daefah Khusus lbukota Jakarta, kecuali sepanjang yang mengatur mengenai
pemungutan pajak reklame dan pefusahaan jasa periklanaf/biro reklaine,

b. Ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelenggaraal-t feklaine yang
beftentangan dengan keputusan ini.

(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agaf setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan
lnr dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah propinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

u,rcLdpndi L ur Jd^dr rd
pada tanggal 11 April 2000

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS

. , ]BUKOTA JAKARTA,

(raK/f?r
,/SUTIYOSO

er

Diundang(an dt Jaka-ta
pada tanggal B Mei 2OOO

Plh SL(RLTARtS DAqRAH pROptNSl
DKI JAKAfiTA,

/r,
/tAlA

or.. nra'rr,ruJari,,trN
NIP 470043239

LEI\,4BARAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TAHUN 2OOO NOMOR 15

KHUSUS lBUKOTA JAKARTA


